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ABSTRAK

Kejahatan berbasis kekerasan seperti perampokan bersenjata, terorisme, kerusuhan, dan penyanderaan merupakan ancaman serius terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks ini, Unit Pelopor Brimob Polda Sumatera Utara memiliki peran strategis sebagai satuan kepolisian bersifat paramiliter yang dilatih untuk menangani ancaman berintensitas tinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya menelaah sejauh mana peran Brimob dijalankan dalam koridor hukum pidana serta prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil, profesional, dan proporsional.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum yang melandasi keterlibatan Unit Pelopor Brimob dalam penanganan kejahatan berbasis kekerasan, mengidentifikasi kendala-kendala operasional dan kelembagaan yang dihadapi, serta mengevaluasi strategi yang diterapkan dalam konteks penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Pelopor Brimob Polda Sumut berperan aktif dalam penindakan kejahatan bersenjata, pengendalian kerusuhan, dan pengamanan objek vital, dengan dasar hukum yang jelas seperti UU No. 2 Tahun 2002 dan Perkap terkait penggunaan kekuatan. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan personel, peralatan taktis, hambatan birokratis, dan tekanan publik terkait isu HAM. Meski demikian, berbagai strategi penguatan dilakukan melalui pelatihan intensif, kerja sama lintas sektor, serta pendekatan humanis terhadap masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Brimob sangat vital dalam sistem penegakan hukum Indonesia, namun memerlukan reformasi berkelanjutan untuk menjaga profesionalisme dan legitimasi hukum di tengah tantangan kompleks keamanan nasional.
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A JURIDICAL REVIEW OF THE ROLE OF BRIMOB PELOPOR UNIT OF NORTH SUMATRA REGIONAL POLICE IN LAW ENFORCEMENT AGAINST VIOLENT CRIME
(Case Study of Brimob Polda North Sumatra)
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ABSTRACT


Violent crimes such as armed robbery, terrorism, riots, and hostage-taking pose serious threats to public safety and order. In this context, the Brimob Pelopor Unit of the North Sumatra Regional Police plays a strategic role as a paramilitary police force trained to handle high-intensity threats. This research is driven by the urgency to examine the extent to which Brimob’s role is carried out within the framework of criminal law and the principles of fair, professional, and proportional law enforcement.
The aim of this study is to analyze the legal foundations underlying the involvement of the Brimob Pelopor Unit in handling violent crimes, identify operational and institutional obstacles faced, and evaluate the strategies implemented within the context of law enforcement. The method employed is a descriptive qualitative approach, using data collection techniques such as interviews, observations, and document studies.
The findings indicate that the Brimob Pelopor Unit of North Sumatra actively participates in operations against armed crime, riot control, and securing vital objects, based on clear legal provisions such as Law No. 2 of 2002 and police regulations regarding the use of force. Key challenges include limited personnel, tactical equipment shortages, bureaucratic delays, and public pressure concerning human rights issues. Nevertheless, various reinforcement strategies are being pursued through intensive training, inter-agency collaboration, and a humanistic approach to community engagement. This study concludes that Brimob’s role is crucial in Indonesia’s law enforcement system, though continuous reform is required to maintain professionalism and legal legitimacy amid complex national security challenges.
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